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Thesis ini membahas tentang kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Terutama
kewenangannya sebagai regulator atau pembuat peraturan perundangan. Sebagai Lembaga Negara Non
Struktural KPPU hanyal ah sebagai pembantu atau pelengkap dari Lembaga Negara Utama. Selain itu,
komisi ini dapat disebut sebagai lembaga yang berfungsi semi-peradilan atau sebagai |embaga quasi
peradilan. Lembagaini bersifat independen dan dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan undang-
undang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah dan pihak lain. Srebagai |embaga independen, KPPU tidak
mempunyai fungsi regulasi sehinggatidak dapat disebut sebagal “independent self-regulatory body”. KPPU
dalam UU Anti Monopoli tidak secarategas diberi kewenangan sebagai regulator oleh pembuat undang-
undang, maka KPPU juga sebaiknya tidak membuat peraturan untuk mengatur pelaksanaan tugasnya
berdasarkan undang-undang. Dalam menjalankan kegiatannya, KPPU dapat menyusun dan menetapkan
pedoman kerja sesuai tugas KPPU yang terdapat dalam Pasal 35 (f) UU Anti Monopoli. Kewenangan KPPU
untuk menyusun pedoman kerjaitu, tidak dapat disamakan dengan kewenangan regulasi, karena di dalam
pedoman bersifat sebagai peraturan kebijakan yang tidak termasuk dalam pengertian peraturan perundang-
undangan. Jika materi pedoman tersebut berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat
diabaikan dayaikatnya. Norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan daya berlakunya.

...... This thesis discusses the authority of the commission for the supervision business competition
(Commission). Especially his authority as aregulator or regulatory makers. As the State Institutions Non-
structural Commission merely as an auxiliary or supplementary of the Main State Institutions. In addition,
the commission may be called as an ingtitution that serves as a semi-judicial or quasi-judicial agency. These
ingtitutions are independent and the principal duties under the law can not be interfered with by the
government and other parties. Srebagai independent agency, the Commission does not have regulatory
functions that can not be referred to as "independent self-regulatory body". The Commission on Anti-
Monopoly Law does not expressly authorized by the regulator as lawmakers, the Commission also should
not make rules to regulate the performance of its duties under the law. In carrying out its activities, the
Commission may prepare and establish guidelines for appropriate work assignments Commission contained
in Article 35 (f) Anti-Monopoly Law. The authority of the Commission to develop guidelines for the work,
can not be equated with the regulatory authority, asin the guidelines as regulatory policies that are not
included within the meaning of the legidlation. If the guidance material containing new legal norms, the rule
of law that such power can be ignored strapped him. Such legal norms can not be coerced into force of
power.
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